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P U T U S A N

Nomor 2902/Pdt.G/2023/PA.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat  pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Talak antara; 

PEMOHON  ,  umur  41  tahun,  agama Islam,  Pekerjaan Buruh Tani,  Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di

XXXXXXX,  Kabupaten  Brebes,  Provinsi  Jawa  Tengah,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN KURYADI,

S.H.,  M.H.,  AHMAD  RIFQI,  S.H.,  dan  AKHMAD  AL

MUBASIR,  S.H.,  M.H.  Advokat  dan  Pemberi  Bantuan

Hukum  pada  Kantor  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum

dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes

(YLBHK-DKI.BBS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor :

068/YLBHK-DKI/VIII/2022 jo. STTL Nomor : 220/004/I/2022

jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018

jo.  Undang-Undang No.  16  Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum, berdomisili di Perum Griya Satria Brebes Blok D7,

Brebes,  Jawa  Tengah  52211,  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus tertanggal 14 Juli 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes,

Provinsi  Jawa  Tengah  (rumah  Ibu  XXXXXXX)  sekarang

bertempat  tinggal  di  XXXXXX  Jakarta  Utara  (rumah
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XXXXXXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan  Termohon serta  para saksi di muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 telah

mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Brebes  dengan  Nomor  2902/Pdt.G/2023/PA.Bbs  tanggal  17  Juli  2023,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami-istri  yang  telah

melangsungkan  pernikahan  pada  hari  Jum'at  tanggal  07  Februari  2003.

Tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Bulakamba,  Kabupaten

Brebes, Provinsi Jawa Tengah, sesuai  dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXX;

2. Bahwa  setelah  Pemohon  dan  Termohon  melangsungkan  pernikahan,

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama yang

beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami

istri  (ba'da  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang  anak  perempuan

bernama XXXXXXX, umur 20 (dua puluh) tahun dan Jihan Ifra Mikayla, umur 5

(lima) tahun;

4. Bahwa,  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

5. Bahwa  pada  sekitar  bulan  Februari  2022  ketentraman  rumah  tangga

Pemohon dan Termohon mulai  goyah karena Termohon sering  membentah

saat dinasehati Pemohon serta Termohon sudah merasa tidak ada rasa cinta

terhadap Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan  dan pertengkaran antara  Pemhonon  dengan
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Termohon terjadi  pada sekitar awal  bulan Juni  2022,  Pemohon menasehati

Termohon  agar  bersedia  merubah  sikapnya,  namun  Termohon  justru  pergi

meninggalkan Pemohon dengan memilih pulang kerumah saudara Termohon

yang bernama XXXXXXX sampai dengan saat ini tanpa izin Pemohon;

7. Bahwa  Pemohon  sudah  berupaya  membujuk  Termohon  agar  berkenan

pulang  demi  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  namun  Termohon  selalu

menolak sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa  Keluarga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  berusaha  merukunkan

namun tidak berhasil  serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah

rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri  selama 1 (satu) tahun,

sejak awal bulan Juni 2022, sehingga membuat Pemohon merasa tidak bisa

lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon berkeyakinan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh

Pemohon  telah  memenuhi  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19

huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 jo.  Pasal  116 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi : (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam  rumah  tangga.  Oleh  karenanya  sudah  sepatutnya  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima surat permohonan cerai talak

Pemohon  dan  mengabulkan  permohonan  cerai  talak  Pemohon,  in  cassu

perceraian  antara  Pemohon dan Termohon adalah satu-satunya jalan  demi

kebaikan bersama untuk menghindari kemudharat yang lebih besar;

10. Bahwa  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan  uraian  sebagaimana  tersebut  diatas,  dengan  ini  Pemohon

memohon  agar  kiranya  yang  terhormat  Ketua  Pengadilan  Agama  Brebes  Cq.

Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara  berkenan  memeriksa  dan  memutus  sebagai

berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak
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satu raji kepada Termohon (TERMOHON ) di hadapan persidang Pengadilan

Agama Brebes;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon

untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan  Pemohon  dan

Termohon telah hadir, namun tidak bisa dimediasikan karena antara Pemohon dan

Termohon  tidak  hadir  pada  saat  yang  bersamaan  dan  Majelis  Hakim  telah

menasehati pihak Pemohon akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap

ke  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah  meskipun  telah  diperintahkan  untuk  hadir  kembali  di

persidangan  dan  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)  yang  dibacakan  di

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa karena  Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut,

tetap  tidak  hadir  di persidangan,  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon ;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  Pemohon   telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A.  Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 23 Februari

2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bulakamba Kabupaten

Brebes Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 7 Februari 2003,

yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
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B. Bukti Saksi :  

1.  XXXXXX,  umur  43  tahun,  Agama  Islam,  Pekerjaan  Wiraswasta,  tempat

tinggal  di  XXXXXXXX,  Kabupaten  Brebes,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahw

a saksi kenal dengan Pemohon  dan Termohon karena saksi  saudara

sepupu Pemohon;

- bahw

a Pemohon  dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- bahw

a setelah menikah, Pemohon  dan Termohon hidup bersama terakhir di

rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahw

a  semula  rumah  tangga  Pemohon   dan  Termohon  dalam  keadaan

rukun, namun sejak  bulan Februari 2022 Pemohon  sering bertengkar

dengan  Termohon  disebabkan  Termohon  sering  membentah  saat

dinasehati Pemohon serta Termohon sudah merasa tidak ada rasa cinta

terhadap Pemohon;  

- bahw

a  sejak awal bulan Juni 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat

kediaman bersama;

- bahw

a Pemohon  dan  Termohon sekarang sudah berpisah selama  1 (satu)

tahun,  dan selama  berpisah Termohon tidak pernah datang menemui

Pemohon  dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya

seorang suami;

-bahwa  pihak  keluarga Pemohon  sudah  berusaha  merukunkan

Pemohon  dan Termohon tetapi tidak berhasil;
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2. XXXXXXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat

tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon  dan Termohon  karena saksi

tetangga Pemohon;

- bahwa Pemohon  dan Termohon adalah pasangan suami istri;

- bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama

terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak;

- bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  dalam

keadaan rukun,  namun sejak  bulan  Februari  2022 Pemohon  sering

bertengkar dengan Termohon karena Termohon sering membentah saat

dinasehati Pemohon serta Termohon sudah merasa tidak ada rasa cinta

terhadap Pemohon;

- bahwa  sejak awal bulan Juni 2022 Termohon telah pergi dari rumah

tempat kediaman bersama;

- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah  selama 1

(satu)  tahun,   dan  selama  berpisah  Termohon tidak  pernah  datang

menemui  Pemohon   dan  tidak  pernah  melaksanakan  kewajibannya

selayaknya seorang suami;

- bahwa  pihak  keluarga  Pemohon  sudah  berusaha  merukunkan

Pemohon  dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon menyatakan  mencukupkan  bukti-bukti  tersebut  lalu

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan

mohon putusan;

Bahwa  segala  peristiwa  yang  terjadi  selama  persidangan  selengkapnya

telah  dikutip  dalam berita  acara  sidang perkara  ini  dan untuk  lebih  singkatnya

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditentukan  Pemohon

dengan  Termohon  telah  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  kemudian

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan  Pemohon dengan Termohon  agar

mau rukun lagi  membina rumah tangganya, akan tetapi  tidak berhasil.  Dengan

demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  hadir  di  persidangan,  namun  pada

persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula

menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah diberitahu di persidangan

sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak

ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka permohonan dapat dilanjutkan

pemeriksaannya  dan  putusan  dapat  dijatuhkan  di  luar  hadirnya  Termohon

(contradictoir);

Menimbang,  bahwa  dari  posita  permohonan  Pemohon,   Majelis  menilai

bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon  dan Termohon telah

terjadi  perselisihan dan pertengkaran terus  menerus dalam rumah tangga,  dan

sudah sulit  untuk dirukunkan lagi dan sekarang  Pemohon dan Termohon  telah

berpisah  tempat tinggal, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal  116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon  patut diterima

dan dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa telah ternyata setelah mediasi  dilaksanakan Termohon

tidak  menyampaikan  tanggapan  dan  juga  jawaban  karena  pada  persidangan

berikutnya Termohon  tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga tidak ada

yang perlu dipertimbangkan;
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Menimbang,  bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban dari

Termohon,  oleh karena perkara ini  adalah menyangkut  perkara perceraian dan

juga dalam rangka untuk menghindari kebohongan serta penyelundupan hukum,

mengacu kepada Pasal  163 HIR,  maka permohonan Pemohon  tersebut  harus

tetap  didukung  oleh  adanya  bukti-bukti,  oleh  karenanya,  Majelis  Hakim  tetap

membebankan Pemohon  untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang  merupakan fotokopi serta

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta

telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal  3

ayat  (1) huruf  a dan  b, Pasal  4 dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun  2020

tentang Bea Meterai),  sehingga dapat  dinyatakan sebagai  alat  bukti  yang sah,

terbukti Pemohon  berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh

karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama   yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50  Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara  a

quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama  Brebes untuk memeriksa

dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  yang  telah  dicocokkan  dan

sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi meterai

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b,

Pasal  4  dan  5 Undang-undang  Nomor  10 Tahun  2020  tentang  Bea  Meterai),

sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon  dan

Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

karena itu Pemohon  telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara

ini (legal standing in judicio); 

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta otentik,

telah  bermeterai  cukup  dan  dinazegelen,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai
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dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalil-dalil  permohonan  Pengugat  lebih

dititikberatkan alasan perceraian pada Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  untuk  memenuhi  maksud  Pasal  22  ayat  (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis

Hakim diharuskan memeriksa  saksi-saksi  dari  pihak keluarga atau orang-orang

yang dekat dengan Pemohon  dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran

yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon  telah menghadirkan pihak-pihak yang

dekat dengan Pemohon dan  Termohon yaitu Sumirto bin Darmadi dan Kasid bin

Maksus  yang  sekaligus  sebagai  saksi  dalam  perkara  ini,  yang  menerangkan

bahwa rumah tangga Pemohon  dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah

pecah (broken marriage) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang diajukan Pemohon,  sudah dewasa,

berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di

bawah sumpahnya masing-masing serta saksi  tersebut bukanlah orang -  orang

yang  dilarang  untuk  menjadi  saksi  menurut  undang-undang,  sehingga

kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145,

dan 147 HIR;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  tersebut  di  persidangan  menerangkan

mengenai  pertengkaran  Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  sering

membentah saat dinasehati  Pemohon serta Termohon sudah merasa tidak ada

rasa cinta terhadap Pemohon, kemudian  sejak awal bulan Juni 2022 Termohon

telah  pergi  meninggalkan  rumah  tempat  kediaman  bersama  dan  sekarang

Pemohon dan Termohon  sudah berpisah  selama 1 (satu) tahun adalah fakta yang
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dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangannya saling bersesuaian dan cocok

antara satu dengan yang lain serta  relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  disampaikan  kedua  saksi  tersebut

bersumber  dari  pendengaran,  penglihatan dan  pengetahuan  sendiri  yang pada

pokoknya  bersesuaian  antara  satu  dengan  lainnya  serta  pada  prinsipnya

bersesuaian  dengan  dalil-dali  permohonan  Pemohon,  oleh  karenanya  telah

memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti

untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  permohonan  Pemohon dan  dari

keterangan keduanya telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon   dan  Termohon,  keduanya  sudah  berpisah  selama  1  (satu)  tahun,

dengan demikian Pemohon  telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ; 

Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  perkara  ini,  didasarkan  atas

keterangan  Pemohon,  bukti  surat  serta  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim

menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

- bahwa  setelah  menikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama  yang

terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa  semula  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  dalam  keadaan

rukun,  namun  bulan  Februari  2022  Pemohon  sering  bertengkar  dengan

Termohon karena Termohon sering membentah saat dinasehati Pemohon serta

Termohon sudah merasa tidak ada rasa cinta terhadap Pemohon;

- bahwa sejak awal bulan Juni 2022 Termohon telah pergi dari rumah tempat

tinggal bersama;

- bahwa Pemohon  dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 1 (satu)

tahun, dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon

dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
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- bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Pemohon

maupun Termohon, agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan bahwa dalil-dalil  permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh

Pemohon    sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

yang  terus  menerus  yang  disebabkan  Termohon  sering  membentah  saat

dinasehati Pemohon serta Termohon sudah merasa tidak ada rasa cinta terhadap

Pemohon, dan sekarang  Pemohon  dengan  Termohon  sudah berpisah  selama 1

(satu)  tahun dan  selama  berpisah  Termohon  tidak  pernah  melaksanakan

kewajibannya layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak

keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses

persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 dan pasal  7 ayat  (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01

Tahun 2016, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama

dengan Termohon ; 

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara

lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara

suami-istri  terus menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  telah  terbukti  adanya  perselisihan dan  pertengkaran

antara Pemohon  dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang

demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang

bersifat  terus-menerus  yang  semakin  lama  semakin  memuncak,  maka  Majelis

Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin

lagi  diharapkan  untuk rukun kembali,  dengan demikian maka syarat  perceraian
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sebagaimana dimaksud oleh  Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu)

tahun dan  selama itu  masing-masing  sudah  tidak  melaksanakan  kewajibannya

layaknya suami  istri  dan tidak ada upaya Termohon untuk mengajak Pemohon

untuk  rukun  kembali,  merupakan isyarat  telah  sirna  kasih  sayang dan  cinta  di

antara  keduanya sehingga  Pemohon dan  Termohon tidak dapat  menegakkan

prinsip-prinsip  hidup  berumah  tangga  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  33

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  kondisi  rumah  tangga  Pemohon

dan Termohon sudah tidak  berlandaskan prinsip saling cinta mencintai,  sayang

menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir

dan batin satu  sama  lainnya, sehingga  sudah tidak mungkin dapat mewujudkan

kehidupan  rumah  tangga  yang  rukun  dan  harmonis sebagaimana  disyariatkan

dalam Al Qur’an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga  rukun

damai  sebagaimana  maksud  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan

perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya

akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif

terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan

qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:  

المـصالح جـلب على مـقـدم المـفـاسـد دراء
Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang,  bahwa  karena  Pemohon  tetap  ber’azam  (berkeinginan)

mengikrarkan  talaknya  terhadap  Termohon,  maka  keinginan  Pemohon  tersebut

telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur’an surat

Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:
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عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن
Artinya :  “Dan jika  suami  telah  berketetapan  hati  untuk  menceraikan isterinya,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-

dalil permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi  Hukum Islam

maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara  contradictoir dengan

memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap

Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu

raji  terhadap Termohon (TERMOHON ) di  depan sidang Pengadilan Agama

Brebes;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin  tanggal  21  Agustus  2023  Masehi bertepatan
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dengan tanggal 4 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua

Majelis,  dan  Drs.  Kiagus  Ishak  Z.A.  serta  Drs.  H.  Akhbarudin,  M.S.I.  masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi Ardabili, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak Z.A. Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dedi Ardabili, S.Ag.
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Rincian Biaya Perkara :

1.  Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2.  Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp. 75.000,00,-
3.  Biaya Panggilan Rp. 200.000,00,-
4   PNBP relaas panggilan pertama Pemohon Rp 10.000,00,-
5.  PNBP relaas panggilan pertama Termohon Rp 10.000,00,-
6.  Redaksi Rp. 10.000,00,-
7.  Meterai Rp. 10.000,00,-
Jumlah Rp. 345.000,00,-
                              (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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